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Abstrak
Primordialisme merupakan suatu keadaan dimana masyarakat masih
memegang teguh prinsip atau hal-hal yang  dibawa sejak kecil maupun tradisi, ada
istiadat, kepercayaan dan segala sesautu yang ada dilingkungan pertamanya. Ikatan
seseorang pada kelompok pertamanya dengan segala nilai yang diperolehnya
melalui sosialisasi akan membentuk sikap primordial.
Pilkada di Minahasa Selatan tahun 2015 menjadi ruang “political race” yang
terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Di era demokratisasi
sekarang ini, isu primordialisme masih merupakan salah satu aspek yang
memengaruhi masyarakat dalam bertindak atau mengambil keputusan, contohnya
dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu primordial masih merupakan salah satu
bagian dari identitas suatu daerah yang seringkali dimanfaatkan oleh elit-elit politik
untuk mendapatkan suara pada pilkada dimana apabila bakal calon bukan putra
daerah sangat sulit untuk mendapat dukungan partai atau memperoleh suara dan
dukungan masyarakat. Pada Pilkada Minahasa Selatan tahun 2015, sentimen
primordial sengaja dimunculkan untuk mendapatkan dukungan. Hal ini terlihat dari
jargon “pilihlah putra daerah!” yang juga merupakan bentuk komunikasi politik.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baik bagi bakal calon
maupun kepada masyarakat luas untuk melihat apakah primordialisme ini dapat
memberikan kontribusi yang nyata baik dalam pembangunan maupun dalam
pencapaian kesejahteraan rakyat atau sebaliknya hanya akan menimbulkan
kesenjangan sosial ditengah masyarakat, bahkan lebih buruk lagi dapat
menimbulkan pengempokan-pengelompokan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci : Primordialisme; Putra Daerah; Pemilihan Umum Kepala Daerah
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PENDAHULUAN
Demokrasi telah menjadi prinsip bangsa Indonesia dalam menjalankan
pemerintahannya. Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi di Indonesia yaitu
pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan
daerah. Dalam bahasa yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos
berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga otonomi
dapat diartikan sebagai kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah
tangga sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah. (Nurcholis:2005).
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selain berlandaskan pada acuan
hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan
dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan
bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali
sumber-sumber potensi yang ada didaerah masing-masing. Menurut Hukum Tata
Pemerintahan Negara atau Hukum Administrasi Negara, Otonomi Daerah
merupakan suatu kewenangan daerah untuk menjalankan pengaturan, penetapan,
penyelenggaraan, pengawasan, pertanggung-jawaban Hukum dan Moral dan
Penegakan Hukum Administrasi didaerah untuk terciptanya pemerintahan yang taat
hukum, jujur, bersih, dan berwibawa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Dalam UU No 12 tahun 2008  yang merupakan perubahan kedua atas UU No
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa masyarakat suatu
daerah memperoleh suatu kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya.
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan indonesia diera reformasi ini jelas
berbanding terbalik dengan pemerintahan masa orde baru. Jika orde baru
menerapkan sistem pemerintahan secara sentralisasi kepada pemerintah pusat maka
pada era reformasi sistem pemerintahannya menjadi desentralisasi. Tujuannya yaitu
agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam merata disetiap daerah,
kesenjangan sosial antar daerah tidak mecolok dan tidak adanya ketimpangan
sosial.  Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi
terhadap problema ketimpangan pusat dan daerah, disintegrasi nasional, serta
minimnya penyaluran aspirasi masyarakat lokal. Salah satu bentuk dari otonomi
daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.
Namun, pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ada
permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, misalnya adanya
kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya
transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBN yang dianggap merugikan
rakyat, korupsi para pejabat daerah, rendahnya pelayanan publik kepada
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masyarakat, menguatnya politik identitas diri yang mendorong suatu daerah untuk
melepaskan diri dari induknya dan membentuk daerah baru, pemekaran wilayah
yang tidak diikuti dengan grand design dari pemerintah pusat, dan adanya
kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai
momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi
massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti “putra daerah” dalam
pemilihan kepala daerah, hal tersebut dapat juga dikatakan sebagai bagian dari
politik identitas.
Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik, pertama
kali disimposiumkan pada Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina tahun
1994 yang menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik identitas dan
menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Heller dalam Ubed
Abdillah (2002) mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang
memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan
dan toleransi walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan
pertentangan etnis. Politik identitas etnis merupakan proses kegagalan modernitas
dalam memenuhi janjinya.
Dr. Muhadam Labolo pernah mengatakan “seorang sahabat saya yang
kecanduan sepak bola sejak Timnas Indonesia mengalahkan Philipina bertanya
sambil bergurau, apakah kandidat Kepala Daerah ke depan tidak dapat direkrut
sebagaimana timnas melakukan naturalisasi pada Irfan Bachdim dan Christian
Gonzales?”. Naturalisasi yang dimaksud bukan merekrut warga asing yang
menjadi Kepala Daerah di Indonesia melainkan memilih kandidat calon kepala
daerah, dimana calon kandidat tersebut bukan putra asli daerah tetapi berasal dari
luar daerah pemilihan tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Apa dan bagaimana pemilihan kepala daerah?
2. Siapakah yang dimaksud dengan putra daerah?
3. Apakah calon kepala daerah harus putra asli daerah pemilihan?
4. Bagaimana hubungan putra daerah/bukan putra daerah dengan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan didaerah?
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang
terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-
masalah actual yang sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Hasil
analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam
bentuk uraian naratif. (Afifuddin dan Benny:2009)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi di Indonesia
Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia, telah terjadi berbagai perubahan
dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk juga dalam aspek politik. Sebagai
contoh, dalam penyelenggaraan pemilihan Kepada Daerah terjadi perubahan yang
sangat mendasar, dimana sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kepala daerah telah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada, hal tersebut
merupakan konsekuensi dari perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia.
Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Dan sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi
bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat
Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan
undang-undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007.
Dan pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan undang-undang baru
mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian pada tahun 2014, DPR-RI kembali
mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang
Paripurna DPRI-RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan
Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh
DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota
DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional
(PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.
Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa karena dinilai sebagai
langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan
cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke Mahkamah
Konstitusi. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau
langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi
(walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata
menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan
hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota
DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung haruslah dibaca sebagai suatu
keinginan masyarakat untuk mendapatkan Kepala Daerah yang handal,
berintegritas, dipercaya masyarakat, dan mampu membawa perbaikan kongkrit
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dalam kehidupan masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus pula
dibaca sebagai upaya untuk mewujudkan karakter kepemimpinan yang menjadi
idaman rakyat, serta memberi manfaat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
rakyat. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diperlukan
pemikiran, analisa, pengalaman dan referensi secara jernih juga menuntut suatu
proses pemilihan yang fair, adil dan terbuka, sehingga terhindar dari praktek money
politic, politik teror, intimidasi, ataupun cara-cara kotor yang melawan moral sosial,
moral agama dan konstitusi, seperti black campaign, fitnah, adu domba, dll.
Lahirnya Kehidupan Politik di Kabupaten Minahasa Selatan
Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan
otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang
menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun
kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang
menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru. Maksud
pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan
masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan
potensi daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi dan
peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan. Selain itu,
untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang
pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan
masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan Minahasa Selatan sebagai daerah otonom baru,
masyarakat Minahasa Selatan tidak henti-hentinya menyampaikan aspirasi, yang
pada akhirnya aspirasi masyarakat Minahasa Selatan secara positif disikapi dan
diakomodasikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten
Minahasa. Setelah melalui kajian (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui
proses sesuai aturan perundangan yang berlaku, aspirasi ini disetujui oleh DPRD
Kabupaten Minahasa melalui surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal 23 Maret
Tahun 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan
Kota Tomohon.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati Minahasa menyampaikan surat
Kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal
Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan. Setelah melakukan pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa
mengeluarkan persetujuan prinsip dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28
September 2001 tentang Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam
rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, Bupati Minahasa
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menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada
Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 530/B.Min/XI-2001 tanggal 26
November 2001. Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Provinsi
Sulawesi Utara yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara
menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut kepada
Pemerintah Pusat. Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi usul inisiatif DPR-
RI. Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim Komisi II DPR-RI
melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang selanjutnya diikuti oleh Tim
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Pusat. Setelah melalui proses
persetujuan DPR-RI pada tanggal 27 Januari 2003, Minahasa Selatan ditetapkan
sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan
Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utarayang mencakup 13 kecamatan, yaitu
Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tareran, Kecamatan Tombasian, Kecamatan
Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan,
Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Modoinding,
Kecamatan Motoling, Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tenga dengan luas
wilayah keseluruhan ± 2.120,80 km2.Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.51-421 tanggal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung
DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah
otonom yang baru sekaligus melantik Penjabat Bupati Minahasa Selatan.
Konsekuensi logis dari peresmian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai suatu
daerah otonom yang diikuti oleh pelantikan Penjabat Bupati adalah merupakan
awal dari dimulainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.
Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2015
Kemenangan suatu pasangan Kepala Daerah tidak terlepas dari perilaku
politik para pemegang hak pilih. Perilaku  memilih menurut  Surbakti (1992) adalah
aktivitas  pemberian  suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan
pengambilan keputusan untuk memilih atau  tidak  memilih  di  dalam  suatu
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pemilihan  umum. Untuk  mengkaji  mengenai  perilaku  pemilih  dalam
menjatuhkan  pilihannya pada  partai tertentu  dalam  ilmu  politik  terdapat  dua
mazhab  yang  dominan  menurut Afan  Gaffar,  yaitu  : Mazhab  Columbia  dan
Mazhab  Michigan.  Mazhab  Columbia dikenal   sebagai   pendekatan sosiologis.
Pendekatan ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan ilmu sosial
dan ilmu politik dari Columbia’s University Bureau Of Applied Social Science,
sehingga  terkenal  dengan  mazhab Colombia  (The  Columbia  School of Electoral
Behavior) dan   mazhab   Michigan   dikenal   dengan pendekatan sosio-psikologis.
(Afan Gaffar,1992 : 4 ). Pendekatan   ini dipelopori  dan  dikembangkan  oleh
sejumlah ilmuwan dari University of Michigan’s Survey  Research  Center,
sehingga  dalam teorisasi  perilaku  pemilih  dikenal dengan mashab Michigan’s.
(Dewi  Erowati  dalam  Jurnal  Demokrasi  dan  Otonomi  Daerah, Volume 2/Nomor
2/Desember 2004).
Pendekatan  sosiologis  berasal  dari  Eropa  Barat  yang  dikembangkan  oleh
para ahli politik  dan  sosiologi.  Mereka  memandang  masyarakat  sebagai  sesuatu
yang bersifat  hirarkis terutama  berdasarkan  status,  karena  masyarakat  secara
keseluruhan merupakan  kelompok orang  yang  mempunyai  kesadaran  status  yang
kuat.  Mereka percaya   bahwa   masyarakat sudah tertata sedemikian   rupa   sesuai
dengan   latar belakang  dan  karakteristik  sosialnya,  maka memahami
karakteristik  sosial  tersebut merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam  memahami
perilaku  politik  individu.  (Afan Gaffar, 1992). Perlaku  pemilih  dari  pendekatan
sosiologis  tersebut  dipengaruhi  oleh  indikator sebagai berikut  :  (a)  pendidikan,
(b)  jabatan /pekerjaan,  (c)  jenis  kelamin,  (d)  Usia. (Afan  Gaffar,1992 :5).
Menurut  Seymour  M.  Lipset,  yang  dikutip  Alwis (2001), karakteristik
sosiologis   pemilih dipengaruhi   oleh   beberapa   kategori,   yakni   : pendapatan,
pendidikan,  pekerjaan,  ras,  jenis kelamin,  umur,  tempat  tinggal,  situasi, status
dan  organisasi.  Dengan  demikian,  teori perilaku  pemilih  sosiologis  atau mashab
Columbia menekankan   bahwa   faktor-faktor sosiologis   memiliki   peranan
penting   dalam  membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang.
Sedangkan  teori  perilaku  pemilih  psikologis  atau  mashab  Michigan’s  lebih
menekankan  bahwa  perilaku  memilih seseorang  atau  sekelompok  orang
dipengaruhi oleh relasi  tiga  aspek  psikologis  antara  manusia  dengan  aspek-
aspek  pemilu  antara lain : 1) Keterkaitan seseorang dengan partai politik, 2)
Orientasi seseorang terhadap isue-isue, 3) Orientasi seseorang terhadap kandidat.
Dengan   demikian,   partai   politik,   isu   dan   kandidat merupakan   variabel
independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilu.(Dewi
Erowati: 2004 : Volume 2).
Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan terjadi
kecenderungan bahwa perilaku pemilih yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan
dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis dalam menentukan pilihannya, hal tersebut
khususnya dapat dicermati terkait dengan faktor ras (marga) yang ada di Kabupaten
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Minahasa Selatan.  Hal tersebut dapat tergambarkan dari marga-marga para Calon
Kepala Daerah, dimana dari ketiga pasangan calon, pasangan Christiany Eugenia
Paruntu dan Franky Donny Wongkar merupakan pasangan yang marganya
merupakan marga asli Kabupaten Minahasa Selatan, sementara pasangan yang lain
meskipun masih merupakan marga yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara
namun bukan merupakan marga asli Kabupaten Minahasa Selatan. Hal tersebut
dapat dilihat dari perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan  Christiany Eugenia
Paruntu dan Franky Donny Wongkar  yang sangat signifikan, pasangan tersebut
mampu memenangkan perolehan suara di 94% Kecamatan yang ada di Kabupaten
Minahasa Selatan. Sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:
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Namun begitu, tidak dapat dipungkuri bahwa fenomena perilaku pemilih
tersebut menimbulkan kecenderungan akan timbulnya suatu sentimen primordial
dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah yang dilaksanakan di
Kabupaten Minahasa Selatan, dimana pasangan yang terpilih dianggap merupakan
pasangan “Putra Daerah” Kabupaten Minahasa Selatan.
Putra Daerah dan Primordialisme
Definisi putra daerah jika diartikan secara baku maupun berdasarkan landasan
hukum sangatlah beragam karena tidak ada referensi yang mendukung. Namun
apabila berlandaskan pada peraturan tentang pemerintahan daerah, untuk membuka
pemahaman dan kepentingan demokrasi serta integrasi bangsa, pengertian putra
daerah haruslah memuat ciri-ciri sebagai berikut:
1) Mengenal daerahnya dengan secara baik;
2) Mampu menggunakan atau berbahasa daerah;
3) Memiliki visi dan misi serta karya yang jelas untuk membangun daerah;
4) Secara baik dikenal oleh masyarakat daerah;
5) Pernah tercatat sebagai penduduk dan tinggal di daerah tersebut;
Kemudian jika dicermati kata putra daerah menurut “webstern dictionary”
lebih mendekati kata “native” (orang pribumi) yang artinya adalah => “an origin in
habitant (penduduk asli) or long life resident (penduduk tetap) atau exiting in or
belonging to one by nature (seseorang yang tinggal di daerah tersebut)".
Menurut Samuel Huntington, ada tiga kategori tentang putra daerah. Pertama,
putra daerah genealogis atau biologis, yaitu seseorang yang dilahirkan didaerah
tersebut, kategori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu seseorang yang dilahirkan
didaerah tersebut karena orangtua, baik salah satu atau keduanya yang juga berasal
dari daerah tersebut atau juga seseorang yang dilahirkan didaerah tersebut tetapi
orangtuanya bukan berasal dari daerah yang bersangkutan.
Kedua, putra daerah pragmatis, yaitu seseorang yang lahir didaerah tertentu dan
berhubungan dengan daerahnya hanya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya
sendiri secara pragmatis. Contohnya, menjadi anggota legislatif mewakili daerah
asal padahal sebelumnya tidak memiliki kiprah politik didaerah tersebut. Ketiga,
putra daerah sosiologis, yaitu seseorang yang tidak lahir didaerah tersebut tapi
didalam kurun waktu yang lama sudah hidup, tumbuh, berkembang dan berintegrasi
dengan masyarakat dimana ia tinggal sehingga ia telah menginternalisasi identitas
dan karakter mayarakat, membangun ikatan emosional dengan masyarakat, serta
menjadi bagian dari masyarakat setempat.
Berdasarkan beberapa kategori tersebut maka sudah tidak relevan lagi jika
kita masih memunculkan isu putra daerah dan bukan putra daerah dalam pemilihan
umum kepala daerah, karena dikotomi putra daerah dan bukan putra daerah justru
hanya akan merusak bangunan demokrasi dan tatanan kehidupan kita sebagai
sebuah bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika isu ini
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selalu dihembuskan, maka akan berdampak pada tiga hal, sebagai berikut :
Pertama, munculnya kembali semangat primordialisme, yaitu rasa kesukuan yang
berlebihan. Memandang orang per-orang dari latar belakang kesukuannya,
sehingga dalam melihat persoalan selalu menggunakan perspektif dan nilai ajaran
sukunya sendiri secara sempit dan manipulatif. Bangkitnya primordialisme akan
mengancam kerukunan dan integritas masyarakat secara luas. Akan muncul rasa
tidak senang, cemburu, curiga, yang mengarah pada kebencian dan penolakan
terhadap orang lain yang diidentifikasi bukan bagian dari kelompoknya. Kedua,
ancaman terhadap nasionalisme dan persatuan bangsa. Isu putra daerah merupakan
bentuk perongrongan secara laten terhadap nilai-nilai dan semangat nasionalisme,
serta proses integrasi bangsa. Hal ini juga mengandung makna adanya
pengkhianatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan dan roh dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ini dibiarkan, maka bangsa ini akan
mundur dan berkeping-keping persis ketika kolonialisme menjajah bumi pertiwi
tercinta ini. Ketiga, mencederai substansi demokrasi. Demokrasi memberikan hak
yang sama bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih dalam aktivitas politik, baik
itu pemilihan bupati, walikota, gubernur, presiden maupun anggota legislatif.
Menghembuskan isu putra daerah berarti menghalang-halangi, sekaligus
menghilangkan kesempatan seseorang untuk turut berkompetisi secara fair dalam
setiap aktivitas politik.
Apakah Calon Kepala Daerah Harus Putra Asli Daerah?
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang merupakan
pengejawantahan otonomi daerah (otda) dalam rangka memilih secara langsung
siapa pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan menjadi pemimpin di
daerahnya, tidak terlepas dari adanya partisipasi dan advokasi masyarakat yang
ingin mengetahui bagaimana sosok pemimpin yang akan dipilihnya kelak.
(Kaho:1988)
Ada hal menarik ketika akan berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah
yakni tentang ikhwal primordialisme putra daerah dan bukan putra daerah, dimana
kata putra daerah menjadi salah satu nilai jual yang selalu didengung-dengungkan
oleh sebagian pihak “lawan politik” dengan tujuan agar masyarakat tidak
memilihnya. Isu putra daerah juga seringkali dipergunakan untuk menekan
keinginan bakal calon yang berasal dari luar daerah tersebut untuk mencalonkan
diri sebagai kepala daerah di daerah tersebut. Bahkan akhir-akhir ini masalah putra
daerah diyakini dan dimaknai telah menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki
oleh seorang calon pemimpin daerah.
Mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah, dapat dilihat dalam UU
No 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Calon
kepala daerah (gubernur, walikota, atau bupati) bisa merupakan pasangan calon
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yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau bisa juga
merupakan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Berdasarkan persyaratan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada syarat yang
mengharuskan seorang calon kepala daerah harus berasal dari daerah pemilihan
tersebut atau merupakan putra asli daerah tersebut. Namun kenyataan yang terjadi
di Kabupaten Minahasa Selatan, apabila seorang bakal calon kepala daerah hendak
mencalonkan diri sebagai calon bupati/wakil bupati namun bakal calon tersebut
bukan berasal dari Minahasa Selatan (bukan marga dari suku Minahasa Selatan)
dan atau beragama diluar Nasrani akan sulit mendapat dukungan, baik dari partai
atau simpatisan. Namun apabila ada bakal calon bupati/wakil bupati Minahasa
Selatan yang sekalipun tidak lahir dan dibesarkan di daerah tersebut, namun karena
memiliki marga dengan keturunan suku Minahasa Selatan maka akan dengan
mudah mendapat dukungan dari masyarakat ataupun partai pengusung. Hal ini
terlihat dari jargon “pilihlah putra daerah!” yang didengung-dengungkan pada saat
kampanye maupun pada saat masyarakat sedang berkumpul.
Apakah Putra Asli Daerah Sebagai Kepala Daerah Dapat Menjadi
Jaminan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Memberikan
Kontribusi Nyata Terhadap Pembangunan di Daerah?
Mosca dalam Varma (2007) beranggapan bahwa menjadi seorang pemimpin
diperlukan kecakapan untuk bisa memimpin dan menjalankan kontrol politik dan
pergantian elite apabila elite yang berkuasa tidak mampu memberikan layanan yang
diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikan dianggap tidak bernilai lagi
atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat,
maka perubahan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan.
Menurut Huntington (2006), diskusi tentang putra daerah versus bukan putra
daerah boleh jadi penting, tetapi bukan segalanya. Menurutnya, soal putra daerah
atau bukan sebetulnya perkara sekunder belaka. Sementara yang lebih primer
adalah kelayakan kepemimpinan sang kandidat. Pemilih yang hanya menimbang
“keaslian darah” sang kandidat berarti menjebak diri menjadi “pemilih primordial”.
Mereka belum menjadi “pemilih rasional-kalkulatif,” yang menimbang perkara
putra daerah dalam kaitan dengan kualitas kelayakan kepemimpinan sang kandidat.
Pemilih rasional-kalkulatif, sambil menimbang asal daerah kandidat,
mempersoalkan seberapa jauh sang kandidat terbukti memiliki pemahaman,
pengetahuan dan empati yang layak terhadap persoalan-persoalan daerah. Seberapa
realistis dan menjanjikan rancangan program dan kebijakan-kebijakan yang
ditawarkannya, seberapa jauh pula ia bisa dipercaya, terutama dikaitkan dengan
rekam jejak karier politik dan ekonominya, adakah jejak korupsi (politik dan/atau
ekonomi) dalam karier itu yang saat ini merajela di dunia perpolitikan, seberapa
besar kemauan dan komitmen sang kandidat untuk bekerja keras dan mewakafkan
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seluruh waktunya sebagai pemimpin daerah, ataupun seberapa mampu ia
membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
Hal-hal tersebut yang seharusnya lebih dipertimbangkan untuk memilih pemimpin
yang lebih profesional dibandingkan hanya bermodalkan tanah kelahiran.
Jika kita melihat rekam jejak kepemimpinan mantan bupati Minahasa Selatan,
Ramoy Markus Luntungan yang lebih lama menetap di Minahasa Selatan dengan
Bupati Minahasa Selatan saat ini, Christiany Euginia Paruntu yang tidak lahir dan
dibesarkan di Minahasa Selatan maka kita dapat menyimpulkan mengenai
bagaimana isu primordialisme terhadap kepemimpinan bupati yang adalah putra
daerah dalam hal pembuatan kebijakan yang pro rakyat. Pada masa kepemimpinan
R.M Luntungan, kabupaten Minahasa Selatan tidak banyak mengalami perubahan
dan perkembangan. Masalah tingginya tingkat kemiskinan masyarakat desa,
kurangnya perhatian terhadap jaminan kesehatan dan masalah pendidikan dianggap
belum mampu diselesaikan oleh mantan bupati selama masa kepemimpinannya.
Berbeda dengan masa kepemimpinan Christiany Euginia Paruntu yang dalam
kepemimpinannya telah banyak melakukan terobosan dengan kebijakan yang
mensejahterakan rakyat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber melalui evaluasi
dan hasil kerja yang telah dilakukan sudah terlihat beberapa kemajuan dan hasil
yang memuaskan bagi masyarakat, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur
dan fasilitas umum, pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
pariwisata, pemberantasan korupsi, program revitalisasi pertanian, perkebunan,
peternakan dan pengembangan home industry. Salah satu contoh pembangunan
nyata yang telah dilakukan seperti perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan dan
perbaikan fasilitas umum, pembangunan dan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah, pengelolaan ruang terbuka hijau serta pengembangan, pengelolaan dan
konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. Hal yang terpenting dalam
sektor pembangunan yang dilakukan tersebut dapat memanusiakan orang lain.
Dengan demikian putra daerah yang lahir atau menetap lebih lama didaerah tersebut
pun belum bisa menjawab segala permasalahan yang ada didaerahnya.
KESIMPULAN
Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan bagian dari otonomi Daerah
dengan tujuan untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan
adanya Pilkada masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu
memberikan perubahan yang signifikan di tingkat daerah. Seiring
perkembangannya dalam ajang pilkada, isu putra daerah menjadi nilai jual bahkan
diyakini masyarakat menjadi satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh calon
pemimpin daerah. Isu putra daerah yang sensitif inilah yang berpotensi merusak
ikatan dan persatuan bangsa ini yang terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal
Ika. Pilkada di Minahasa Selatan pun tak luput dari isu primordialisme ini. Hal ini
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terlihat dalam pencalonan kepala daerah dan juga pada perilaku pemilih pada saat
pemilihan bupati dilaksanakan. Apabila calon kandidat bukanlah putra daerah maka
sulit untuk mendapat suara dan dukungan.
Momentum Pemilukada harus dibaca sebagai suatu keinginan untuk
mendapatkan seorang pemimpin atau Kepala Daerah yang handal, berintegritas,
memiliki komitmen yang tinggi, dipercaya oleh masyarakat dan mampu membawa
perbaikan kongkrit dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemilukada
juga menuntut suatu proses pemilihan yang fair, adil dan terbuka, jauh dari praktek
money politic dan black campaign, adu domba, fitnah  intimidasi ataupun cara-cara
kotor yang melawan moral sosial dan moral agama termasuk juga mendengung-
dengungkan isu primordialisme putra daerah. karena itu, masyarakat diharapkan
menjadi pemilih yag cerdas dalam melihat fenomena apapun dalam proses
pemilukada yang merupakan strategi atau marketing politik calon kepala daerah.
dalam hal ini diperlukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat agar
tidak lagi terpancing dengan isu primordialisme putra daerah dan juga melahirkan
masyarakat yang cerdas yang juga bisa mencerdaskan masyarakat disekitarnya.
Begitupula bakal calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai bupati
dan wakil bupati tidak lagi terjebak pula dalam isu primordialisme yang menjadikan
putra daerah ini sebagai syarat yang penting dalam mencalonkan diri sebagai bupati
atau wakil bupati.
Lebih lanjut diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan juga dalam
memberikan pemahaman baik bagi bakal calon maupun kepada masyarakat luas
untuk melihat apakah primordialisme ini dapat memberikan kontribusi yang nyata
baik dalam pembangunan maupun dalam pencapaian kesejahteraan rakyat atau
sebaliknya hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat,
bahkan lebih buruk lagi dapat menimbulkan pengempokan-pengelompokan dalam
kehidupan bermasyarakat.
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